PUTUSAN
Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Negr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai

Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan  Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai

Gugat antara;

PENGGUGAT, lahir di Paharangan, 11 Oktober 1998, NIK. *****x ymur 24
tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat
finggal di HekkkmRrRE kb Rk Kbk
Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai
Selatan. Dalam hal ini  menggunakan domisili
elektronik dengan alamat email:
k98 @gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, lahir di Banjarmasin, 3 Mei 1994, NIK, ****xxkkkx - ymur 28 tahun,
agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan
Petani, bertempat tinggal di ***rxxekkir ook
reekkekk - Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten
Hulu Sungai Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 21
Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara
dengan register Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Negr pada tanggal 21 Oktober 2022,

yang isinya sebagai berikut dengan segala perubahannya:
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. Bahwa, pada tanggal 7 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal

10 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan

pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, yang dicatat
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha
Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagaimana bukti berupa Kutipan
Akta Nikah Nomor: ******x*xx tanggal 7 November 2019;

. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai

suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama
kurang lebih 1 (satu) bulan sebagaimana alamat Penggugat diatas, dan
kemudian berpindah- pindah tempat tinggal, dan bertempat tinggal terakhir di

rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas;

. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

kumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan telah
dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK bin TERGUGAT, lahir di Hulu
Sungai Selatan, tanggal 23 Desember 2020, anak tersebut saat ini dalam

asuhan Penggugat;

. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan

rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2020 antara Penggugat dan

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus

yang disebabkan antara lain:

4.1. Tergugat mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat,
Penggugat mengetahui dari saudaraipar Tergugat yang menagih
hutang tersebut kepada Penggugat;

4.2. Masalah tempat tinggal, yakni Tergugat menginginkan Penggugat
untuk ikut tinggal di tempat orang tua Tergugat, namun Penggugat
menolak dengan alasan jika ikut dengan Tergugat, Penggugat ingin

pisah tempat tinggal dari orang tua Tergugat;

. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat terjadi pada bulan Maret 2021 yang disebabkan Tergugat pergi
kerumah orang tua Tergugat  dengan alasan ada pekerjaan disana. Dua
bulan kemudian Tergugat menelpon Penggugat untuk mengajak Penggugat

ikut, namun Penggugat menolak. Setelah kejadian tersebut, Tergugat tidak
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pulang lagi kerumah orang tua Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan
Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan
selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan selama itu pula
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan
sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa, Pada tanggal 4 Oktober 2022 Penggugat mengajukan gugatan cerai
gugat di Pengadilan Agama Negara dengan nomor perkara
123/Pdt.G/2022/PA.Negr, namun telah dicabut Penggugat dikarenakan
terjadi kesalahan pada alamat Tergugat;

7. Bahwa, Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk kumpul kembali,
namun Penggugat menolak;

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat
sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama
Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan
datang, dan jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba 'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

Subsider:
Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;
Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh

Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan
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Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
Penggugat telah hadir secara inperson di persidangan. Sedangkan Tergugat
tidak hadir dan tidak mengirim wakil —atau kusanya yang sah ke persidangan,
meskipun ia menurut berita acara panggilan  (relaas) yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sabh;

Bahwa, sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat
mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan bersabar terhadap
Tergugat untuk membina kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat seperti
semula, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat
gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, disebabkan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam
persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan
alat-alat bukti sebagai berikut:

I.  Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK — x*¥¥kkekk
yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hulu
Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 16 Juli 2020,
bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai
oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas hama Tergugat sebagai Kepala Keluarga,
Nomor ****xxkkx — yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan
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tertanggal 16 Juli 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;
Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor
rrekkkkxk tertanggal 7 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai
Selatan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya
ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;

Il.  Bukti Saksi;

1.

SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di *****dreer sk
reekkeekk Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai  Selatan. Di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah Ibu Kandung Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah
tempat tinggal, pernah tinggal di rumah saudaranya di pasar alabio,
pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir saat Penggugat
akan melahirkan pindah ke rumah orang tua Penggugat  dan telah
dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
mulanya harmonis, namun sejak tahun 2020 sudah tidak harmonis
lagi;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat
dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat memiliki hutang dan belum melunasinya,
diantaranya hutang dengan saudara Tergugat, 25 hari setelah
Penggugat melahirkan Tergugat datang untuk menjemput Penggugat
kembali ke Kapuas tetapi Penggugat tidak mau ikut bersama

Tergugat kecuali Tergugat melunasi dahulu hutang-hutangnya
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dengan orang-orang yang dihutanginya di Kapuas. Karena hal
tersebut Tergugat marah dan tidak mendatangi Penggugat selama 6
(enam) bulan. Kemudian Tergugat datang kembali untuk menjemput
Penggugat dan mengancam tidak akan menafkahi  Penggugat jika
tidak mau ikut. Saat itu Penggugat mau ikut asalkan tidak tinggal
serumah dengan Ibu Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau. Saat itu
Tergugat mengatai Penggugat hanya mau uangnya saja tetapi tidak
mau mengikuti tinggal bersama Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang
lebih 1 (satu) tahun 6 (enam), Tergugat mengantarkan Penggugat ke
rumah orang tua Penggugat;

Bahwa, selama pisah itu Penggugat  dan Tergugat tidak pernah
bersatu lagi layaknya suami istri hingga saat ini;

Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah
tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan

Tergugat;

. SAKSI I, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan **#¥#kkk ki
*reeeekkkik  Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai  Selatan. Di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah Tetangga Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat beberapa kali
pindah tempat tinggal, pernah tinggal di alabio, kemudian pindah ke
rumah orang tua Tergugat  dan terakhir tinggal rumah orang tua
Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam
asuhan Penggugat;
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- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
mulanya harmonis, namun sejak tahun 2020 sudah tidak harmonis
lagi;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung
Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi hanya tahu dari cerita
Penggugat dan orang tua Penggugat dah hanya melihat Penggugat
dan Tergugat tidak tinggal bersama Tergugat lagi;

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Penggugat memiliki hutang tanpa sepengetahuan
Penggugat dan Penggugat ingin agar Tergugat melunasinya, jika
Tergugat tidak melunasinya Penggat tidak mau ikut bersama
Tergugat ke Kapuas. Karena masalah tersebut Tergugat marah dan
tidak mengunjungi Penggugat selama 6 (enam) bulan lamanya.
Setelah Tergugat datang kembali untuk mengajak Penggugat kembali
tetapi Penggugat hanya mau ikut asalkan tidak tinggal serumah
dengan Ibu Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang
lebih 1 (satu) tahun 6 (enam), Tergugat mengantarkan Penggugat ke
rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa, selama pisah itu Penggugat  dan Tergugat tidak pernah
bersatu lagi layaknya suami istri hingga saat ini;

- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah
tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan

Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan kesimpulan secara lisan di persidangan
yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat
dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal
sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini  sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan,
Penggugat telah datang secara inperson menghadap di persidangan dan telah
memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo.
Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat telah diberikan penasihatan
supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh
orang lain untuk hadir ~ sebagai wakil’/kuasanya yang sah, oleh karenanya,
terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim
akan mempertimbangkan hubungan hukum antara  Penggugat dengan
Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan surat gugatan bahwa
Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga
keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat
mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk
bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah semula keadaan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada
bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan antara lain Tergugat
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mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat mengetahui
dari saudara ipar Tergugat yang menagih hutang tersebut kepada Penggugat
dan masalah tempat tinggal, yakni Tergugat menginginkan Penggugat untuk ikut
tinggal di tempat orang tua Tergugat, namun Penggugat menolak dengan

alasan jika ikut dengan Tergugat, Penggugat ingin pisah tempat tinggal dari
orang tua Tergugat;

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat  dan
Tergugat terjadi pada bulan Maret 2021 yang disebabkan Tergugat  pergi
kerumah orang tua Tergugat dengan alasan ada pekerjaan disana. Dua bulan
kemudian Tergugat menelpon Penggugat untuk mengajak Penggugat ikut,
namun Penggugat menolak. Setelah kejadian tersebut, Tergugat tidak pulang
lagi kerumah orang tua Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang
lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya
suami-istri;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat diterima untuk diperiksa
lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap
di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan
Penggugat meskipun berdasarkan relaas panggilan untuk Tergugat, kepada
Tergugat telah diberitahukan bahwa surat  gugatan tersebut dapat dijawab
secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Tergugat dianggap telah
tidak hendak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat dan Tergugat
kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalii gugatan Penggugat dapat
diterima dan dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg., putusan dalam perkara ini dapat
dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum
Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini,  yaitu yang terdapat dalam

Kitab Ahkamul Qur’an, juz Il, hal. 405 yang berbunyi :
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boaagllJs e Oy BKedL ST
Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan
sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia
termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur’an Il: 405);

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat
diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara
perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (lex specialis derogat  lex
generalis), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa
antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan), gugatan
tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi  Pengadilan mengenai
sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak
keluarga serta orang-orang Yyang dekat dengan suami istri (Pasal 76
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu
mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat
dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang
meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yang selanjutnya Majelis
akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda
Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat  yang
berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup,
maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti
yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana
maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13
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Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus
dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan
Agama Negara dan perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan
Agama Negara,

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan
aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti
tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht)
sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga
dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat
dalam suatu perkawinan yang sah, = maka Penggugat mempunyai kapasitas
(legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 orang saksi,
sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan
mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi  yang dihadirkan Penggugat telah
memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo.
Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134
Kompilasi Hukum Islam karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak
terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah
memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta
yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil
yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian
dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi  kedua Penggugat
yang telah memberikan keterangan mengenai rumah tangga Penggugat

bahwasanya tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
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tetapi hanya mengetahui pertengkaran dan penyebabnya berdasarkan cerita
Penggugat Ibu Penggugat saja dan hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat
sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) yang lalu dan
tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami istri;
Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua Penggugat
tersebut pengetahuannya secara langsung hanya menerangkan suatu akibat
hukum  (rechts gevolg) tanpa terlebih dahulu melihat adanya
sebab-sebab/alasan-alasan hukum (vreem de ooezaak) timbulnya perselisihan
Penggugat dan Tergugat, namun realitanya telah terjadi  perpisahan antara
Penggugat dan Tergugat, dengan demikian kesaksian saksi Penggugat tersebut
mempunyai kekuatan Hukum sebagaimana konstruksi  hukum yang termuat
dalam Yurisprudensi mahkamah Agung Nomor :229/K/AG/2003;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-butki yang diajukan Penggugat
baik berupa surat maupun 2 orang saksi, didapat fakta kejadian sebagai berikut :
1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah
sejak tanggal 7 November 2019;
Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2021,

4. Bahwa, selama pisah itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi
layaknya suami istri hingga saat ini;

5. Bahwa, sudah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, =~ namun
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut  di atas
dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sabh;
2. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
3. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 1 (satu) tahun 6 (enam)
lamanya;
4. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah

tangga dan sulit untuk rukun kembali;
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Menimbang, bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal
39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah
yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo.
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.  Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di ~ Indonesia, oleh karena itu gugatan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis
berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah
pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga
dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah
diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) tidak dapat terwujud dalam rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah
satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai
suami dengan seorang wanita sebagai  istri. Sementara tindakan Tergugat
terhadap Penggugat yang menyakiti hati dan perasaan Penggugat dan telah
tidak berhubungan lagi sebagai suami istri dan hidup berpisah selama 1 (satu)
tahun 6 (enam), menunjukkan ikatan batin tersebut telah rapuh dan terurai dari
sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah
pecah (broken marriage) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan
keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (broken marriage) sebagaimana
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan
kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya hanya akan mengakibatkan
lebih banyak kemudaratan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua
belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban

oleh masing-masing pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan
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jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian
dengan kaidah fikih yang berbunyi:

JSB Jolus pdae 2l Al 5y
Artinya: “Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil
kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai
terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh
Pengadilan Agama Negara, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak,
baik keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara
Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dengan tegas menyatakan
ketidakmauannya untuk rukun lagi  dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan
bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu
dan atau beberapa hal terkait pribadi Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang istri sudah tidak menyukai
suaminya sedemikian rupa sebagaimana kondisi Penggugat dan Tergugat,
sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi
dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil fikih yang
ada relevansinya dengan perkara ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab
Fikih Sunah, Juz 1l halaman 291;

Jb5 s 9 JBley Llss  (lalialgiis B Jile oo bl 5 gl
ol WA= sy

Artinya: “Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya
dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in apabila nampak
adanya kemadharatan dalam pernikahannya dan sulit didamaikan

antara keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir
tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun tidak secara tegas

menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan
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pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan
pertengkaran secara fisik, tindakan Penggugat dan Tergugat tidak mau bersatu
kembali dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai “pertengkaran yang
terus menerus” dan “tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun
kembali dalam rumah tangga“ sehingga Majelis menilai bahwa keadaan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) yang sulit untuk
dirukunkan lagi, dapat dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum
tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat
untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut beralasan dan
tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan
dengan verstek dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi
Hukum Islam di  Indonesia, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan
menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah
kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara’ dan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah

Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
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Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 Masehi bertepatan
dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah oleh Abdul Hamid, S.H.l. sebagai
Ketua Majelis, Ahmad Nafari, S.H.I. dan Lissa Dewi Andini, S.H., masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

sidang terbuka untuk umum,

oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim

Anggota, dibantu oleh Zam Zami, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan

dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ahmad Nafari, S.H.l.

Perincian biaya perkara :

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I..
Hakim Anggota

Lissa Dewi Andini, S.H.

Panitera Pengganti,

Zam Zami, S.H.

1. Biaya Pendaftaran Rp30.000,00
2. Biaya Proses Rp75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan Rp240.000,00
5. Biaya Redaksi Rp10.000,00
6. Meterai Rp10.000,00
Jumlah Rp385.000,00
Terbilang : (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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